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ABSTRAK 

Pertumbuhan  dan perkembangan bank syariah yang pesat penting 

untuk dibarengi dengan penerapan Good Corporate Governance (GCG). 

Penerapan ini dalam rangka untuk membangun kepercayaan masyarakat 

dan menjamin kepatuhan terhadap sharia compliance. GCG yang 

diterapkan di bank syariah sesungguhnya merupakan gabungan antara 

teori GCG sendiri ditambah dengan teori tentang sharia compliance 

yang pengawasanya dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). 

Akan tetapi, dalam penerapan sharia compliance ini bank syariah belum 

sepenuhnya sesuai syariah, seperti dalam akad mura>bah{ah, mud{a>rabah 
dan musya>rakah.  

Jumlah BPRS mencapai 154 bank sampai dengan tahun 2011. Dari 

jumlah tersebut, 31 BPRS di antaranya berada di Jawa Tengah dan D. I. 

Yogyakarta. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka 

penelitian ini akan memfokuskan pembahasannya pada bagaimana 

penerapan sharia compliance, praktik prinsip-prinsip GCG dan peran 

DPS dalam mengawasi penerapan sharia compliance pada BPRS-BPRS 

yang berada di wilayah Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta. Alasan yang 

melatarbelakangi pemilihan lokasi ini karena jumlah BPRS di wilayah 

ini termasuk yang paling banyak di Indonesia. 

Dalam penelitian ini terdapat tiga tujuan. Pertama, menganalisis 

penerapan sharia compliance pada BPRS-BPRS di Jawa Tengah dan D. 

I. Yogyakarta. Kedua, menganalisis praktik prinsip-prinsip GCG pada 

BPRS-BPRS di Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta. Ketiga, 

menganalisis peran DPS dalam penerapan sharia compliance pada 

BPRS-BPRS di Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta. 

Untuk menjawab tiga tujuan penelitian tersebut di atas, metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, 

kuesioner dan dokumentasi. Analisis yang digunakan penulis untuk 

menganalisa data yang diperoleh dari penelitian adalah analisis 

deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis penerapan 

sharia compliance, praktik prinsip-prinsip GCG, peran DPS  dalam  

penerapan sharia compliance pada BPRS-BPRS yang ada di wilayah 

Jawa Tengah dan D. I.Yogyakarta.  

Penelitian ini menghasilkan tiga temuan. Pertama, BPRS-BPRS di 

Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta dalam menerapkan sharia 

compliance adalah dengan menjalankan kegiatannya yang bebas dari 

riba, garar dan maisir, kegiatan usahanya halal dan mengelola zakat 

sesuai ketentuan syariah. Namun, ada sebuah akad yang belum sesuai 

syariah karena mengandung unsur riba, garar dan maisir tergantung 

sudut pandangnya, yaitu akad pembiayaan mud{a<rabah dan musya>rakah 
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karena pembagian bagi hasilnya berdasarkan proyaksi pendapatan dan 

bukan pendapatan aktual. Kedua, praktik prinsip-prinsip GCG pada 

BPRS-BPRS di Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta adalah dengan 

menerapkan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, profesional dan 

kewajaran. Ketiga, peran DPS dalam penerapan sharia compliance pada 

BPRS-BPRS di Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta adalah memberikan 

pengarahan dan pemahanam tentang sharia compliance, mengawasi dan 

mengevaluasi penerapannya serta melakukan sosialisasi dan edukasi 

tentang bank syariah kepada masyarakat. 

Penelitian ini dalam ekonomi Islam termasuk dalam kajian 

mua>malah atau hukum ekonomi Islam. Penerapannya di bank syariah 

harus dibarengi dengan penerapan sharia compliance yang 

pengawasannya dilakukan oleh DPS. Bank syariah dalam 

operasionalnya memerlukan pengelolaan yang baik dengan menerapkan 

transparansi (tabli>g), akuntabilitas (ama>nah), responsibilitas 

(mas’u>liyyah), profesional (fat}a>nah) dan kewajaran (‘ada>lah).  
Salah satu prinsip ekonomi Islam adalah khila>fah yang memiliki arti 

mengelola dan mengatur dengan baik (good governance). Dalam 

mengelola lembaga keuangan syariah, pengelola (manajemen) harus 

menerapkan prinsip-prinsip nubuwwah (meneladani sifat-sifat Rasul), 

seperti tabli>gh (transparansi), ama>nah (akuntabilitas), mas’u>liyah 
(responsibilitas), fat}anah (profesional) dan ‘adalah (keadilan) yang 

semua sifat-sifat ini merupakan sifat-sifat yang terdapat dalam prinsip 

khila>fah. Sifat-sifat tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yang 

meliputi transparansi, akuntabilitas, responsilitas, profesional dan 

kewajaran. Dengn demikian, penerapan kelima prinsip GCG tersebut 

pada BPRS-BPRS di Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta sejalan dengan 

salah satu prinsip ekonomi Islam di atas yaitu khila>fah. Maka, 

kontribusi penelitian ini adalah mendukung prinsip khila>fah yang 

merupakan salah satu prinsip ekonomi Islam. 
 

Kata kunci :  Sharia Compliance, Prinsip-Prinsip Good Corporate 

Governance, Peran Dewan Pengawas Syariah dan Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah. 
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ABSTRACT 

The rapid growth and development of the Islamic bank is 

important to be coupled with the application of Good Corporate 

Governance (GCG). This implementation is aimed in order to build 

public confidence by ensuring compliance with sharia compliance. 

GCG applied in sharia banks is actually a combination of GCG 

theory coupled with theories on sharia compliance in which the 

monitoring is carried out by the Sharia Supervisory Board (DPS). 

However, in the application of sharia compliance, Islamic banks have 

not been fully sharia-compliant, such as in the contract of 

mura>bah{ah, mud{a>rabah and  musya>rakah. 
The total number of BPRS (Sharia Community Bank) reached 

154 banks until 2011. Of these, 31 BPRS were in Central Java and 

Yogyakarta. Based on the background of the problem, this study 

focused the discussion on how the application of sharia compliance, 

the practice of good corporate governance principles and DPS role in 

overseeing the implementation of sharia compliance on BPRS 

located in Central Java and Yogyakarta. The reason behind the 

selection of this location was because these two regions were known 

to have relatively many numbers of BPRS in Indonesia. 

There were three objectives in this study, i.e., analyzing the 

implementation of sharia compliance on the BPRS in Central Java 

and Yogyakarta, analyzing the practice of corporate governance 

principles in the BPRS in Central Java and Yogyakarta, and 

analyzing the role of DPS in the application of sharia compliance on 

the BPRS in Central Java and Yogyakarta. To answer the three 

research objectives, the data collection methods used were 

observation, interviews, questionnaires and documentation. This 

study employed descriptive and qualitative analyses, which described 

and analyzed the implementation of sharia compliance, the practice 

of good corporate governance principles, and the role of DPS in the 

application of sharia compliance in BPRS in Central Java and 

Yogyakarta. 

This study produced three findings. First, the BPRS in Central 

Java and Yogyakarta in applying sharia compliance ran their 

activities free from usury, ghara>r and maisir, with lawful business 

activities by managing the zakat in accordance with sharia. However, 

there was a contract that did not meet the sharia because it contained 

elements of usury, ghara>r and maisir, depending on the point of 
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view, namely the financing agreement of mud{a<rabah and 

musya>rakah because of the division for the income based on revenue 

projections and not actual revenue. Second, the practice of good 

corporate governance principles in the BPRS in Central Java and 

Yogyakarta was to implement transparency, accountability, 

responsibility, professional and fairness. Third, the role of DPS in the 

application of sharia compliance on the BPRS in Central Java and 

Yogyakarta was giving direction and understanding on sharia 

compliance, overseeing and evaluating the implementation and 

conducting dissemination and education on Islamic banks to the 

public. 

This research in Islamic economics was included in the study of 

mua>malah or Islamic economic law. The application in Islamic banks 

should be coupled with the application of sharia compliance in which 

the supervision is conducted by the DPS. Islamic banks in operation 

require good management to implement transparency (tabli>gh), 

accountability (ama>nah), responsibility mas’u>liyyah), professional 

(fat}a>nah) and fairness (‘ada>lah). 
One of the principles of Islamic economics is khila>fah which 

means managing and regulating well (good governance). In 

managing Islamic financial institutions, the management should 

apply the principles of nubuwwah (imitating the properties of the 

Prophet), as tabli>gh (transparency), ama>nah (accountability), 

mas’u>liyah (responsibility), fathanah ( professional) and ‘adalah 

(fairness) that all these properties are properties in khila>fah. 

principle. The properties are in accordance with the principles of 

good corporate governance which include transparency, 

accountability, responsibility, professional and fairness. Thus, the 

application of the five principles of GCG on BPRS in Central Java 

and Yogyakarta was in line with one of the principles of Islamic 

economy above, i.e., khila>fah. The contribution of this study is 

therefore to support the principles of khila>fah which is one of the 

principles of Islamic economy. 

 

Keywords: Sharia Compliance, Principles of Good Corporate 

Governance, Roles of Sharia Supervisory Board and 

BPRS (Sharia Community Bank) 
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ملخص البحث 
تطبيق بأف يكوف مقركنا لا بد  السريع ق كتطور البنك الاسلامينموإف 

لتزامهم ضماف اك  لدم الػمجتمعمن أجل بناء الثقة، يدة للشركاترشالحوكمة اؿ
 في ىاتطبيقالػحوكمة الرشيدة للشركات التي تم . لشريعة الإسلاميةبادئ اـبػ

 من نظرية حوكمة الشركات الخاصة إلى جانب ة مزيجمقإنما  الإسلاميةالبنوؾ 
ىيئة الرقابة  تهاـ برقابكؽتلشريعة الإسلامية التي بادئ اـالالتزاـ بػالنظريات حوؿ 

البنوؾ ، لػم تكن لشريعة الإسلاميةبادئ اـالالتزاـ بػتطبيق بيد أنو في . الشرعية
متوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما ىو الحاؿ في عقود مثل الػمرابحة، الإسلامية 

. كالػمضاربة، كالػمشاركة
 154 إلى 2011 حتى عاـ  عدد البنوؾ الشعبية للتمويل الشرعيبلغم

كبناء على خلفية .  الوسطى كيوجياكرتاا في جاكمنتشرة منها 31، كبنك
، كممارسة ا البحث على الالتزاـ بمبادئ الشريعة الإسلاميةىذركز مشكلة، ػاؿ
 ىيئة الرقابة الشرعية في الإشراؼ علىيدة كدكر رشحوكمة الشركات اؿعايتَ ـ

التزاـ البنوؾ الشعبية للتمويل الشرعي الػموجودة في جاكا الوسطى كيوجياكرتا 
اتتُ الػمحافظتتُ لانتشار البنوؾ اختيار قلقد تم . بػمبادئ الشريعة الإسلامية

 . إندكنيسياالشعبية للتمويل الشرعي بنسبة أعلى مقارنة بالػمحافظات الأخرل في
البنوؾ الشعبية التزاـ  تحليل أولا، رمى ىذا البحث إلى ثلاثة أىداؼ؛

 ثانيا،.  الإسلاميةلشريعة بجاكا الوسطى كيوجياكرتا بمبادئ اللتمويل الشرعي
 البنوؾ الشعبية للتمويل الشرعيفي الرشيدة  حوكمة الشركات عايتَتحليل ممارسة ـ

الإشراؼ في  ىيئة الرقابة الشرعية تحليل دكر ثالثا،. يوجياكرتا الوسطى كافي جاك
 بجاكا الوسطى كيوجياكرتا بمبادئ البنوؾ الشعبية للتمويل الشرعيعلى التزاـ 

.  الإسلاميةلشريعةا
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لسابقة، فإف أساليب جمع البيانات ىداؼ الثلاث اتوفتَا للإجابة على الأ
. مقابلات كالاستبيانات كالوثائقػملاحظة كاؿػاؿ تكونت من مستخدمةػاؿ
 الالتزاـ بػمبادئكصف كتحليل ا نوعيا، كىو يعتٍ ب كصفي الباحث تحليلااستخدـك
 ىيئة الرقابة يدة، كدكررش اؿ الشركاتحوكمةعايتَ لشريعة الإسلامية، كممارسة ـا

 في جاكا الوسطى البنوؾ الشعبية للتمويل الشرعيالتزاـ   الإشراؼ علىفي الشرعية
 .لشريعة الإسلاميةا كيوجياكرتا بمبادئ

البنوؾ الشعبية إف  ،ىأول: توصل ىذا البحث إلى ثلاث نتائج، كىي
 من حيث التزامها بػمبادئ الشريعة كيوجياكرتا في جاكا الوسطى للتمويل الشرعي
عملها  مشركعة كتها كأنشط، كالغرار، كالػميسر،خالية من الرباالإسلامية تعمل 

ؼ م ػمكمع ذلك، ىناؾ عقد ؿ. أحكاـ الشريعةمع فق اكمت زكاةإدارة اؿفي 
كجهة ، كالػميسر، متوفقا مع اررالغكعلى عناصر الربا، ائو الشريعة لاحتوبأحكاـ 

أساس عقد الػمضاربة كالػمشاركة، لأف تقسيم الربح فيهما على  ك كه،نظر
حوكمة عايتَ ـبالنسبة لػثانيا، . الػمتوقع تحقيقو كليس الدخل الحقيقيالدخل 

 في جاكا الوسطى البنوؾ الشعبية للتمويل الشرعيتطبق يدة رشالشركات اؿ
كفيما  ثالثا،. ةؿاالعد كالفطانة،مسؤكلية كالػكالأمانة، كمبادئ التبليغ، كيوجياكرتا 

 في جاكا لشريعة الإسلامية بػمبادئ االبنوؾ الشعبية للتمويل الشرعييتعلق بالتزاـ 
فهم اؿ توفتَ التوجيو كالوسطى كيوجياكرتا، فتلعب ىيئة الرقابة الشرعية دكرا في

 ق كنشرققييم كالإشراؼ على تنفيذه كتلشريعة الإسلامية،عن الالتزاـ بػمبادئ ا
  . البنك الإسلامي حوؿللجمهورإعطاء الدرس ك

 دراسة الػمعاملة أم  الاقتصاد الإسلامي مدرج في مجاؿىذا البحث فيك
الإسلامية مع بنوؾ كينبغي أف يقتًف تطبيقو في اؿ. ملإسلاـاصاد أحكاـ الاقت

. تقوـ بها ىيئة الرقابة الشرعيةريعة الإسلامية التي الالتزاـ بػمبادئ الشتطبيق 
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مبادئ التبليغ، تنفيذ ب ، كذلكتطلب إدارة جيدةت تهاالبنوؾ الإسلامية في عمليك
 .ةؿاالعد كالفطانةمسؤكلية كالػكالأمانة ك

 مةؾكإدارة كتنظيم الحالخلافة، كىي تعتٍ مبادئ الاقتصاد الإسلامي كمن 
 أم  النبوة مبادئتطبيق الدؤسسات الدالية الإسلاميةكيجب لػمدير . ةالرشيد

 صلى الله عليو كسلم، مثل التبليغ كالأمانة كالػمساءلة  الرسوؿالاقتداء بصفات
. ككل ىذه الصفات موجودة في مبادئ الخلافة.  الفطانة كالعدالةمسؤكليةػاؿك

التبليغ يدة للشركات كالتي تشمل رشالحوكمة اؿعايتَ ـكىذه الصفات متوافقة مع 
ىذه  تطبيق كمعتٌ ذلك إف.  الفطانة كالعدالةمسؤكليةػاؿكالأمانة كالػمساءلة ك

  الوسطى كيوجياكرتا في جاكاالبنوؾ الشعبية للتمويل الشرعي في مبادئ الخمسةػاؿ
. السابق ذكره كىو الخلافةمبادئ الاقتصاد الإسلامي إحدل  متماش مع

التي تعد كاحدة من مبدأ الخلافة ىي دعم ا البحث كبالتالي، فإف مساهمة ىذ
 .مبادئ الاقتصاد الإسلامي

 

الالتزاـ بػمبادئ الشريعة  الإسلامية، معايتَ الحوكمة : الكلمات الػمفتاحية
 . الرشيدة للشركات، دكر ىيئة الرقابة الشرعية، البنك الشعبي للتمويل الشرعي
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Pedoman transliterasi Arab-Latin dalam penulisan laporan 

penelitian ini sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 

Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia No. 158/1997 dan No. 0543 b/U/1987 Tanggal 12 Januari 

1988. 

 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alief Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 ba‟ b Be ب

 ta‟ t Te ت

 ṡa‟ ṡ Es (dengan titik di ث

atas) 

 jim j Je ج

 ḥa ḥ Ha (dengan titik di ح

bawah) 

 kha kh Ka dan Ha خ

 dal d De د

 żal ż Zet (dengan titik di ذ

atas) 

 ra‟ r Er ر

 zai z Zet ز

 sin s Es س

 syin sy Es dan Ye ش

 ṣad ṣ Es (dengan titik di ص

bawah) 

 ḍad ḍ De (dengan titik ض

dibawah) 

 ṭa‟ ṭ Te (dengan titik ط

dibawah) 
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 ẓa‟ ẓ Zet (dengan titik ظ

dibawah) 

 ain „ Koma terbaik di atas„ ع

 gain g Ge غ

 fa‟ f Ef ؼ

 qaf q Qi ؽ

ؾ  kaf k Ka 

ؿ  lam l El 

ـ  mim m Em 

ف  nun n En 

ك  wawu w We 

ق  ha‟ h Ha 

ء  hamzah ‟ Apostrof 

م  ya‟ y Ye 

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 

 متعقديه

 عدة

ditulis  

ditulis 

muta„aqqidīn 

„iddah 

 

C. Ta>’ marbu>t}ah 

1. Bila dimatikan ditulis h 

 هبت

 جسيت

Ditulis 

ditulis 

hibbah 

jizyah 

 

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab 

yang   sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti 

shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal 

aslinya). 

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu 

terpisah, maka ditulis dengan h. 
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 ‟Ditulis karāmah al-auliyā كرامت الأونيبء 

2. Bila ta’ marbu>t}ah hidup atau dengan harkat fathah, 

kasrah, dan dammah ditulis t. 

 Ditulis Zakat al-fiṭri زكبة انفطر
 

D. Vokal Pendek 

_______ 

_______ 

_______ 

Kasrah 

Fathah 

Dammah 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

i 

a 

u 

 

E. Vokal Panjang 

fathah + alif 

 جبههيت

fathah + ya‟ mati 

 يسعى

kasrah + ya‟ mati 

 كريم

dammah + wawu mati 

 فروض

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ā 

jāhiliyyah 

ā 

yas„ā 

ī 

karīm 

ū 

furūd 

 

F. Vokal Rangkap 

fathah + ya‟ mati 

 بيىكم

fathah + wawu mati 

 قول

Ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ai 

bainakum 

au 

qaulun 
 

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan 

dengan Apostrof 

 أأوتم

 أعدث

 نئه شكرتم

Ditulis 

ditulis 

ditulis 

a‟antum 

u„idat 

la‟in syakartum 
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H. Kata Sandang Alif + Lam 

a. Bila diikuti Huruf Qamariyah 

 انقرأن

 انقيبش

Ditulis 

Ditulis 

al-Qur‟ān 

al-qiyās 

 

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan 

huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan 

huruf l (el)-nya. 

 انسمبء

 انشمص

Ditulis 

Ditulis 

as-samā‟ 

asy-syams 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

 ذوي انفروض

 أهم انسىت

Ditulis 

Ditulis 

żawī al-furūḍ 

ahl as-sunnah 

 

J. Lain-Lain. 

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (seperti kata ijmak, nas, dll.), tidak mengikuti pedoman 

transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut. 
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KATA PENGANTAR 

 

الذم نحمده كنستعينو كنستغفره كنعوذ بو من شركر أنفسنا ك من الحمد لله إف 
 أف لا إلو إلا الله أشهد. سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل لو كمن يضلل فلا ىادم لو

.  محمّد كعلى الو كصحبو أجمعتُ نبيناأللهم صل كسلم على. أف محمّدا عبده كرسولوكأشهد 
 .أما بعد
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bank syariah saat ini terus mengalami perkembangan dari tahun 

ke tahun.  Jumlahnya pada tahun 1998 hanya satu bank yaitu Bank 

Muamalat Indonesia dan pada tahun 2011 jumlahnya mencapai 

ratusan bank syariah sesuai dengan data yang dipublikasi oleh Bank 

Indonesia sebagaimana dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel I 

 Perkembangan Bank Syariah di Indonesia 

 
1998  2003  2004  2005  2006  2007 2008  2009 2010 2011 

BUS 1 2 3 3 3 3 5 6 11 11 

UUS - 8 15 19 20 25 27 25 23 23 

BPRS 76 84 88 92 105 114 131 139 150 154 

Sumber : Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia 2011 

Tabel di atas menunjukkan perkembangan bank syariah sampai 

dengan tahun 2011. Perkembangannya terus mengalami peningkatan 

dari tahun ke tahun. Jika pada tahun 1998 hanya ada satu Bank 

Umum Syariah (BUS) dan 76 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

(BPRS), maka sampai dengan tahun 2011 jumlahnya telah mencapai 

34 bank yang terdiri atas 11 Bank Umum Syariah dan 23 Unit Usaha 

Syariah (UUS). Adapun BPRS yang pada tahun 1998 jumlanya 

hanya 78 bank, pada tahun 2011 telah mencapai 154 bank. 

Pertumbuhan dan perkembangan bank syariah di atas seharusnya 

dibarengi dengan penerapan Good Corporate Governance (GCG). 

Penerapan ini menjadi penting mengingat GCG merupakan suatu 

sistem pengelolaan perbankan untuk meningkatkan nilai tambah 

perusahaan, melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan 

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai 

etika yang berlaku secara umum. Oleh sebab itu, untuk membangun 

kepercayaan masyarakat kepada bank syariah dan menjamin 

kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (sharia compliance) 



2 
 

 

 

diperlukan penerapan GCG sebagai syarat bagi bank syariah untuk 

berkembang dengan baik dan sehat.1 

GCG merupakan tata kelola bank yang menerapkan prinsip 

transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, profesional, dan 

kewajaran.2 GCG berfungsi untuk mengantisipasi berbagai macam 

risiko, baik risiko finansial maupun reputasi. Pentingnya penerapan 

GCG di bank syariah ditunjukkan oleh penelitian Lewis dan Algoud. 

Menurut penelitian mereka, penerapan GCG yang baik mempunyai 

peran yang penting dalam menjaga eksistensi, keberlangsungan dan 

perkembangan bank syariah.3 

Penerapan GCG di perbankan syariah dalam rangka menjadikan 

bank syariah menjadi lebih syar‟i mengingat penerapannya pada 

industri perbankan syariah harus memenuhi keatuhan pada prinsip 

syariah (sharia compliance).4 Bank syariah dalam menjalankan 

operasionalnya harus benar-benar berdasarkan prinsip syariah. Di sisi 

lain, arah pengembangan dan regulasi perbankan syariah di Indonesia 

adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam 

operasionalnya yaitu dengan melaksanakan fatwa-fatwa yang 

dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

(DSN-MUI). 

GCG yang diterapkan di bank syariah dan bank konvensional 

sesungguhnya adalah sama yaitu sama-sama memiliki lima prinsip. 

Akan tetapi menurut Lewis dan Algoud selain menerapkan GCG 

seperti yang diterapkan di konvensional, bank syariah juga harus 

                                                 
1
Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Pedoman Umum 

Good Corporate Governance Indonesia (Jakarta: KNKG, 2006), 2. 
2
Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 Tentang 

Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah (BUS) Dan 

Unit Usaha Syariah (UUS) Pasal 1 ayat 10.  
3
Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaud, Perbankan Syariah, terj. Burhan 

Subrata (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007), 208-239.  
4
Ibid., 214. 
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menerapkan sharia compliance (kepatuhan pada prinsip syariah).5 

Dengan demikian, GCG yang diterapkan di bank syariah 

sesungguhnya merupakan gabungan antara teori GCG sendiri 

ditambah dengan teori tentang sharia compliance.   

Menurut Bank Indoneia (BI)6 dan Komite Nasional Kebijakan 

Governance (KNKG)7 di dalam GCG terdapat lima prinsip, yaitu 

transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, profesional dan 

kewajaran. Adapun, unsur-unsur yang terdapat di dalam sharia 

compliance menurut Qawi dan „Ismah adalah tidak ada riba, garar, 

maisir dalam seluruh transaksi bank syariah, amanah, menjalankan 

kegiatan usaha yang halal dan mengelola zakat sesuai ketentuan 

Islam.8 

Sampai saat ini belum ada peraturan Peraturan Bank Indonesia 

(PBI) atau sekarang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang 

mewajibkan BPRS untuk menerapkan Good Corporate Governance. 

Bank syariah sesuai Peraturan Bank Indonesai (PBI) yang ada yang 

diwajibkan untuk menerapkan GCG hanya Bank Umum Syariah 

(BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Namun demikian, 

berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis 

menunjukkan bahwa BPRS-BPRS yang yang ada di Jawa Tengah 

dan D. I. Yogyakarta telah menerapkan prinsip-prinsip yang ada di 

GCG, seperti prinsip transparansi, responsibilitas dan kewarajaran.9 

                                                 
5
Ibid., 214. 

6
PBI No. 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate 

Governance Bagi BUS Dan UUS Pasal 1 ayat 10.  
7
Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Pedoman…, 5-7. 

8
„Ismah Osman dkk, “Customers Satisfaction in Malaysian Islamic 

Banking”, Journal of Economics and Finance Vol. I No. 1 February, 2009, 201 dan 

Abdulqawi Othman dan Lynn Owen, “Adopting And Measuring Customer Service 

Quality (SQ) in Islamic Banks: A Case Study in Kuwait Finance House, 

International Journal Of Islamic Financial Services Vol. 3. No. 1, 2001, 11. 
9
Wawancara dengan Anggoro Wignyo Saputro Direktur Utama BPRS 

Bina Amanah Satria pada tanggal 6 Juni 2011, Aman Waliyudin Direktur Utama 

Buana Mitra Perwira pada tanggal 6 Juni 2011 dan Firdaus Efendi Direktur Utama 

BPRS Khasanah Umat pada tanggal 13 Juli 2011.  
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Dalam penerapan prinsip transparansi, BPRS-BPRS tersebut 

dengan rutin mempublikasikan laporan keuangannya di Internet 

maupun di papan pengumuman BPRS. Dalam penerapan prinsip 

responsibilitas, BPRS-BPRS tersebut memiliki kepedulian terhadap 

masyarakat sekitar dengan memberikan santunan kepada yang tidak 

mampu. BPRS-BPRS tersebut juga telah menerapkan prinsip 

kewajaran kepada karyawan maupun nasabah. Fakta-fakta di 

lapangan ini menunjukkan bahwa BPRS-BPRS tersebut dengan 

kesadaran sendiri menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam rangka 

untuk mengakomodir kepentingan semua stakeholder.10 

Akan tetapi dalam hal penerapan sharia compliance yang 

merupakan bagian dari GCG, BPRS-BPRS di Jawa Tengah dan D. I. 

Yogyakarta belum sepenuhnya dalam menerapkannya karena masih 

dijumpai pengyimpangan. Beberapa akad hampir sama dengan akad 

yang ada di bank konvensioanl dan perbedaannya hanya dari segi 

istilah saja. Ini dikhawatirkan sebagian masyarakat menjadi 

beranggapan bahwa bank syariah dengan bank konvensional sama 

saja. Sebagian mereka juga ada yang menolak untuk menggunakan 

bank syariah karena belum sepenuhnya syariah.11 

Dalam mura>bah{ah misalnya, penentuan margin sepenuhnya 

dilakukan oleh bank syariah dan juga tidak ada transparansi dalam 

penentuan harga seperti yang seharusnya berlaku dalam akad 

mura>bah{ah. Bank syariah juga tidak menyerahkan barang kepada 

nasabah tetapi memberikan uang langsung secara tunai dan tidak 

mengharuskan nasabah menyerahkan bukti pembelian barang. 

Sedangkan dalam pembiayaan mud{a>rabah dan musya>rakah, jumlah 

                                                 
10

Ibid. 
11

M. Nazori Madjid, “Nuansa Konvensional Dalam Perbankan Syariah,” 

Nalar Fiqh: Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan, Vol. 3 No. 1 

Tahun 2011, 7-9. 
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uang yang harus disetorkan nasabah ke bank syariah ternyata telah 

ditetapkan di muka.12 

Bentuk-bentuk penyimpangan di atas harus segera dicarikan 

solusinya, bank syariah harus menyadari apabila hal ini sering terjadi 

maka akan menghadapi risiko reputasi (reputation risk) yang 

bermuara pada kekecewaan masyarakat dan sekaligus merusak 

citranya yang akan menghambat perkembangannya. Apabila 

penyimpangan-penyimpangan dalam penerapan sharia compliance di 

atas disebabkan kurang maksimalnya pengawasan Dewan Pengawas 

Syariah (DPS) karena minimnya tingkat pengetahuannya tentang 

ilmu ekonomi dan perbankan syariah, maka pengangakatannya ke 

depan harus memperhatikan kompetensinya dan tidak lagi hanya 

berdasarkan kepada kharisma dan kepopulerannya di tengah 

masyarakat.13 

DPS dalam struktur bank syariah berada sejajar dengan Dewan 

Komisaris.14 Jika Dewan Komisaris memiliki peran sebagai 

pengawas kinerja bank syariah, maka DPS juga berperan sebagai 

pengawas bank syariah tetapi yang berkaitan penerapan sharia 

compliance.15 Oleh sebab itulah keberadaan DPS di bank syariah 

sangatlah penting sebagai pihak yang memiliki peran di dalam 

sebuah pengawasan operasionalnya agar benar-benar berjalan sesuai 

dengan landasan syariah yang murni dan tidak hanya namanya saja. 

                                                 
12

Wawancara dengan Aman Waliyudin Direktur BPRS Buana Mitra pada 

tanggal 1 Oktober 2011.  
13

Dalam struktur bank syariah, terdapat sebuah dewan yang berperan 

untuk mengawal dan mengawasi penerapan sharia compliance dalam kegiatan 

usahanya. Anggotanya terdiri dari ahli di bidang fiqh muamalah yang mengetahui 

pengetahuan umum di bidang perbankan dan kemampuan lain yang relevan dengan 

tugas kesehariannya. DPS di dalam mengawasi operasional bank syariah harus 

mengacu kepada fatwa-fatwa DSN untuk memastikan kesesuaian produk dan jasa 

bank dengan ketentuan ketentuan dalam fatwa tersebut. Lihat Zainul Arifin, Dasar-

Dasar Manajemen Bank Syariah, cet. Ke-3 (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005), 106 
14

Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-

MUI) No: 01/2000 Tentang Pedoman Dasar DSN MUI Bagian Struktur DPS. 
15

Ibid. 
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DPS diharapkan dapat menjamin dan memastikan bahwasannya 

suatu bank syariah dalam semua kegiatannya telah menerapkan 

prinsip syariah.  

Dengan demikian, peran DPS dalam penerapan GCG di bank 

syariah adalah sebagai pengawas penerapan sharia compliance yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan GCG 

sendiri. Sehingga, peran yang dijalankan oleh DPS dalam penerapan 

GCG adalah sebagai pihak yang mendorong dan memastikan 

penerapan salah satu unsur GCG di bank syariah yaitu penerapan 

sharia compliance. Adapun, pengawasan penerapan GCG sendiri 

apabila nantinya ada peraturan yang mengatur penerapan GCG di 

BPRS, maka tentunya dilakukan oleh pihak yang membuat peraturan 

tersebut yang dalam hal ini adalah OJK. Dengan demikian, 

pengawasan penerapan GCG di bank syariah dilakukan oleh dua 

pihak yaitu DPS dan OJK. 

Penelitian-penelitian tentang GCG, sharia compliance dan peran 

DPS di bank syariah sudah dilakukan. Penelitian-penelitian tentang 

GCG di bank syariah menunjukkan bahwa penerapan GCG 

mempunyai peran penting dalam eksistensi bank-bank syariah16 dan 

penerapan GCG di bank syariah berpengaruh terhadap reputasi dan 

kepercayaan nasabah pada bank syariah.17 Penelitian-penelitian 

tentang sharia compliance menunjukkan bahwa bank-bank syariah di 

Malaysia masih kurang dalam melaksanakan kepatuhan pada prinsip 

syariah,18 sedangkan, hasil penelitian Nurkholis menunjukkan 

sebaliknya bahwa penerapan pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro 

                                                 
16

Marvyn K. Lewis dan Latifa M. Algoud, “Corporate, Governance in 

Islamic Banking: Case of Bahrain,” International Journal of Business Studies, Edisi 

VII, 1999, 12. 
17

Siti Maria Wardayati, “Implikasi Sharia Governance Terhadap Reputasi 

Dan Kepercayaan Bank Syariah”  Jurnal Walisongo Vol. 19, No. 1 Mei 2011 6. 
18

Haji Besar dkk, “The Practice of Sharia Review as Undertaken by 

Islamic Banking Sector in Malaysia”, diakses 26 Desember 2011, 

www.bizresearchpapers.com.  

http://www.bizresearchpapers.com/
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Syariah di Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan prinsip syariah.19 

Sedangkan, penelitian-penelitian tentang DPS menunjukkan bahwa 

DPS menghadapi ketidakmandirian dalam menjalankan perannya20, 

pengawasan DPS belum efektif dalam mengawasi penerapan prinsip 

syariah,21 dan peran dan tanggung jawab DPS di bank syariah belum 

maksimal.22 

Mencermati penelitian-penelitian terdahulu di atas, nampaknya 

kelemahan penelitian-penelitian tentang GCG belum mengaitkannya 

dengan sharia compliance. Sedangkan, penelitian-penelitian tentang 

sharia compliance belum mengaitkannya dengan DPS sebagai 

pengawasnya. Sehingga, hasilnya belum bisa memberikan gambaran 

yang utuh tentang bagaimana peran DPS dalam penerapan GCG dan 

sharia compliance di bank syariah. Maka, nilai tambah yang 

diharapkan dari penelitian ini dibanding penelitian-penelitian 

terdahulu adalah akan mengkaji ketiga hal tersebut secara bersama-

sama. 

Berdasarkan pemaparan data-data di atas, maka penelitian ini 

akan mengkaji tentang praktik prinsip-prinsip Good Corporate 

Governence (GCG), sharia compliance dan peran DPS dalam 

mengawasi sharia compliance tersebut. Penelitian ini juga akan 

mengkaji kendala-kendala yang dihadapi oleh bank syariah dalam 

pelaksanaan ketiga hal tersebut. Sehingga, melalui penelitian ini 

diharapkan dapat menyumbangkan tawaran pemecahan salah satu 

                                                 
19

Nur Kholis, Kajian Terhadap Praktik Pembiayaan Lembaga Keuangan 

Mikro Syariah di Kabupaten Sleman Yogyakarta, (Yogyakarta: Direktorat 

Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UII, 2007), 2. 
20

Wafik Grais and Matteo Pellegrini, “Corporate Governance and Sharia 

Compliance in Institutions Offering Islamic Financial Services”, Policy Research 

Working Paper World Bank, 2006, diakses 5 Juli 2009, www.econ.worldbank.org. 
21

Abdul Hayyi, Efektifitas Pengawasan Bank Syariah Studi Terhadap 

Pengawasan Syariah BPRS di Kota Matararam, Tesis tidak diterbitkan. Program 

Pasca Sarjana UIN Sunankaligaja Yogyakarta, 2011, 141. 
22

Yusuf Suhendi, Peran..., 74.  

http://www.econ.worldbank.org/
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permasalahan yang dihadapi oleh bank syariah sehingga dapat 

berkembang dengan baik. 

Walaupun sampai saat ini belum ada kewajiban bagi BPRS untuk 

menerapkan GCG sebagaimana dipaparkan sebelumnya, namun 

untuk meningkatkan daya saing BPRS dan dan lebih meningkatkan 

kepatuhan pada prinsip syariah, maka BPRS perlu menerapkan GCG. 

Panduan yang digunakan oleh penulis untuk melihat bagaimana 

praktik prinsip-prinsip GCG tersebut dalam penelitian ini adalah PBI 

No. 8/4/2006 tentang penerapan GCG bagi Bank Umum, PBI No. 

11/33/2009 tentang penerapan GCG bagi BUS dan UUS, Pedoman 

Umum GCG Indonesia,23 Prinsip Dasar dan Pedoman Pelaksanaan 

GCG Perbankan Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional 

Kebijakan Governance (KNKG).24 

Bank syariah menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah 

(BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Persamaan di 

antara keduanya  adalah sama-sama berkewajiban untuk menerapkan 

sharia compliance dalam kegiatan usahanya. Perbedaannya adalah 

dalam hal pelayanan yang diberikan kepada nasabah. BUS dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, 

sedangkan BPRS dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam 

lalu lintas pembayaran.25 

Perkembangan jumlah BPRS dari tahun ke tahun terus 

mengalami peningkatan. Jumlah BPRS telah mencapai 154 bank 

sampai dengan tahun 2011 sesuai data statistik perbankan syariah 

yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Jumlah tersebut tersebar ke 

seluruh propinsi yang ada di wilayah nusantara. Dari jumlah tersebut, 

                                                 
23

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Pedoman …, 2006.  
24

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Prinsip Dasar dan 

Pedoman Pelaksanaan GCG Perbankan Indonesia (Jakarta: KNKG, 2012).  
25

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah 

Pasal 1 ayat 7-9. 
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31 BPRS di antaranya berada di wilayah propinsi Jawa Tengah dan 

Daerah Istimewa Yogyakarta.26  

Berdasarkan apa yang telah penulis paparkan pada latar belakang 

di atas, maka penelitian ini akan memfokuskan pembahasannya pada 

bagaimana penerapan sharia compliance, praktik prinsip-prinsip 

GCG dan peran DPS dalam penerapan sharia compliance pada 

BPRS-BPRS yang berada di wilayah Jawa Tengah dan D. I. 

Yogyakarta. Alasan yang melatarbelakangi pemilihan lokasi dalam 

penelitian ini karena jumlah BPRS pada wilayah tersebut termasuk 

yang paling banyak di Indonesia. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana penerapan sharia compliance pada BPRS-BPRS di 

Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta? 

2. Bagaimana praktik prinsip-prinsip GCG pada BPRS-BPRS di 

Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta? 

3. Bagaimana peran DPS dalam penerapan sharia compliance pada 

BPRS-BPRS di Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian 

ini adalah: 

1. Menganalisis penerapan sharia compliance pada BPRS-BPRS di 

Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta. 

2. Menganalisis praktik prinsip-prinsip GCG pada BPRS-BPRS di 

Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta. 

3. Menganalisis peran DPS dalam penerapan sharia compliance 

pada BPRS-BPRS di Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta. 

                                                 
26

Statistik Perbankan Syariah (Islamic Banking Statistics) bulan 

September 2011,  diakses 7 Oktober 2011, www.bi.go.id. 

http://www.bi.go.id/
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D. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini meliputi dua hal, yaitu kegunaan 

teoritis dan praktis: 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Kegunaan teoritis dari penelitian ini diharapkan sebagai 

pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan teori 

tentang peran sharia compliance, Good Corporate Governance 

dan peran DPS di bank syariah dalam penerapan sharia 

compliance. 

b. Sebagaimana dipaparkan di latar belakang masalah di atas bahwa 

penelitian-penelitian terdahulu belum mengaitkan antara sharia  

compliance, Good Corporate Governance dan peran DPS dalam 

penerapan sharia compliance, maka kegunaan teoritis yang lain 

dari penelitian ini adalah mengkaji ketiga hal tersebut secara 

bersama. 

2. Kegunaan praktis 

Beberapa kegunaan praktis yang diharapkan dari hasil penelitian 

ini adalah: 

a. Memberikan masukan kepada Otoritas jasa Keungan (OJK) 

untuk membuat kebijakan tentang penerapan GCG di BPRS 

karena penerapannya sangat penting dalam rangka meningkatkan 

nilai tambah (value aded) BPRS, melindungi kepentingan 

stakeholder dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan 

perundang-undangan. 

b. Memberikan motivasi kepada DPS untuk melaksanakan tugasnya 

di BPRS dengan penuh amanah dan profesional dalam 

mengawasi penerapan sharia compliance. 

c. Apabila belum maksimalnya peran DPS dalam mengawasi 

penerapan sharia compliance pada BPRS disebabkan kesibukan 

DPS di tempat tugasnya dan pemahaman yang kurang terhadap 

operasional bank syariah, maka OJK dan DSN-MUI DPS 

diharapkan lebih selektif dalam pengangkatan DPS. 
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E. Kajian Penelitian Terdahulu 

Penelitian-penelitian tentang GCG, sharia compliance dan 

peran DPS sudah banyak dilakukan. Berikut ini adalah penelitian-

penelitian terdahulu dalam masalah tersebut dan hasil-hasilnya: 

1. Penelitian Good Corporate Governance (GCG) 

Chapra dan Habib pernah melakukan studi empiris tentang 

penerapan GCG pada bank-bank syariah di Bahrain, Bangladesh dan 

Sudan. Subyek penelitiannya adalah regulator, pengelola dan 

nasabah bank syariah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

menurut regulator, meskipun GCG sudah diterapkan di bank syariah 

tetapi masih perlu ditingkatkan. Menurut pengelola bank, bank-bank 

syariah yang menerapkan CGG kinerjanya termasuk kategori sedang. 

Sedangkan, para deposan menginginkan agar mereka mempunyai 

peran yang lebih dalam manajemen bank.27 

Lewis dan Algoud menulis sebuah buku tentang bank syariah 

dengan judul Perbankan Syariah. Dalam buku tersebut disebutkan 

bahwa mereka telah melakukan penelitian terhadap penerapan GCG 

pada bank-bank syariah di Bahrain. Penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa struktur GCG di bank-bank syariah mempunyai peran yang 

sangat penting dalam menjaga keberlangsungan dan perkembangan 

bank-bank syariah.28 

2. Penelitian sharia compliance 

Azrin dan kawan-kawan melakukan penelitian tentang sharia 

compliance  pada Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) dan Bank 

Muamalat Malaysia Berhad (BMMB). Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa penerapan sharia compliance pada kedua bank 

tersebut masih kurang. Kedua peneliti tersebut menyarankan agar 

                                                 
27

M. Umer Chapra dan Ahmed Habib, Islamic Governance In Islamic 

Financial Institutions, Islamic Development Bank (IDB), Islamic Research 

Training Islamic Institute (IRTI), (Jeddah: King Fahd National Cataloging-in-

Publication Data, 2002), 121-123. 
28

Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaud, Perbankan ..., 208-239.  
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pemerintah Malaysia lebih ketat dalam melakukan pengawasan 

terhadap penerapan sharia compliance pada kedua bank.29 

Nur Kholis meneliti tentang sharia compliance dalam praktik 

pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di 

Kabupaten Sleman. Hasil penelitiannya adalah sebagian besar 

prosedur pembiayaan pada lembaga tersebut telah sesuai dengan 

prinsip syariah, penentuan margin dan bagi hasil dalam pembiayaan 

ditentukan melalui negosiasi antara pihak LKMS dan nasabah, sikap 

dan tindakan LKMS apabila terjadi keterlambatan pembayaran 

nasabah telah sesuai dengan ketentuan syariah.30 

3. Penelitian DPS 

Grais dan Pallegrini melakukan penelitian tentang peran DPS 

pada bank-bank syariah di dunia. Hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa DPS menghadapi kendala dalam menjalankan perannya di 

bank syariah, seperti keterbatasan dalam memberi masukan kepada 

bank dan ketidakmandirian DPS dalam menyampaikan pendapatnya. 

Anggota DPS di bank syariah yang menguasai keahlian dalam 

bidang perbankan dan juga hukum Islam jumlahnya sangat sedikit.31 

Yusuf Suhendi meneliti Peran dan Tanggung Jawab Dewan 

Pengawas Syariah terhadap BPRS di Yogyakarta. Dari analisis yang 

ia lakukan diperoleh hasil bahwa pengawasan yang dilakukan oleh 

DPS terhadap BPRS belum maksimal. Komunikasi yang dibangun 

antara BPRS dengan DPS masih kurang. Kesadaran BPRS bahwa 

DPS merupakan bagian terpenting dari bank belum sepenuhnya 

disadari, sehingga keikutsertaan DPS dalam kegiatan bank sehari-

hari tidak bisa dilakukan. Bahkan, kedatangan DPS terhadap BPRS 

untuk melakukan pengawasan juga sangat jarang dilakukan.32 

                                                 
29

Haji Besar, Mohd Hairul Azrin dkk, The Practice …, diakses 26 

Desember 2011.  
30

Nur Kholis, Kajian…, 1-14. 
31

Wafik Grais and Matteo Pellegrini, “Corporate…, diakses 5 Juli 2009.  
32

Yusuf Suhendi, Peran ..., 74. 
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Abdul Hayyi meneliti tentang efektifitas pengawasan penerapan 

sharia compliance pada BPRS-BPRS di Mataram oleh DPS. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa pengawasan DPS terhadap 

penerapan sharia compliance belum efektif. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi rendahnya efektifitas pengawasan adalah fasilitas dan 

honorarium yang minim, produk yang tidak variatif, DPS diposisikan 

sebagai sekunder dan kurangnya kordinasi dalam melakukan 

pengawasan antara DPS, DSN dan BI sehingga pengawasan 

dilakukan seperti hanya oleh satu pihak.33 

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang 

telah dipaparkan di atas, maka sepengetahuan penulis belum ada 

penelititan yang mengkaji tentang penerapan sharia compliance, 

praktik prinsip-prinsip GCG dan peran DPS dalam penerapan sharia 

compliance pada di BPRS-BPRS yang ada di wilayah Jawa Tengah 

dan D. I. Yogyakarta. Sehingga, penelitian ini diharapkan 

memberikan kontribusi tentang bagaimana peran DPS dalam 

penerapan sharia compliance dan praktik prinsip-prinsip GCG. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Pembahasan dalam laporan penelitian disertasi ini disebar ke 

dalam beberapa bab. Bab I berisi pendahuluan yang terdiri atas latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, 

telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan.  

Bab II berisi landasan teori yang berkaitan dengan tinjauan 

umum BPRS, DPS, peran DPS, GCG dan sharia  compliance. Dalam 

pemaparan BPRS, dikupas tentang pengertian dan sejarah BPRS, 

struktur kepengurusan BPRS dan kegiatan usaha BPRS. Pada 

pembahasan DPS dikupas pengertian DPS, syarat-Syarat DPS dan 

prosedur penetapannya, tugas dan tanggung jawab DPS dan laporan 

                                                 
33

Abdul Hayyi, Efektifitas…, 136-137. 
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hasil pengawasan DPS. Pada pemaparan peran DPS juga di jelaskan 

beberapa hal yang harus dilakukan oleh DPS sebagai pengawas 

penerapan sharia compliance. Pada pembahasan GCG diuraikan 

sejarah GCG, pengertian dan tujuan GCG, GCG di perusahaan, GCG 

di perbankan dan GCG di perbankan syariah. Sedangkan, pada 

pembahasan sharia compliance di paparkan kriteria-kritera yang 

harus ada di dalamnya.  

Bab III berisi metode penelitian. Pembahasan dalam bab ini 

meliputi design penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan 

sampel, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa 

data dan teknik pemeriksaan keabsahan data. 

Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan. Pembahasan 

pada bab ini diawali dengan pemaparan tentang gambaran umum 

lokasi penelitian dan karakteristik responden. Pembahasan kemudian 

dilanjutkan dengan hasil penelitian dan pembahasan tentang tiga hal 

yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu menganalisis penerapan 

sharia compliance, praktik prinsip-prinsip GCG, dan peran DPS 

dalam penerapan sharia compliance pada BPRS-BPRS yang ada di 

wilayah Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta. 

Bab V berisi tentang simpulan keterbatasan penelitian dan 

saran penelitian lanjutan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Di bab ini penulis akan memapaparkan hasil-hasil penelitian 

yang merupakan jawaban-jawaban atas tiga rumusan masalah yang 

diajukan dalam penelitian ini: 

1. Penerapan sharia compliance  

Penerapan sharia compliance pada BPRS-BPRS di Jawa Tengah 

dan D. I. Yogyakarta adalah dengan menjalankan operasionalnya 

yang terhindar dari unsur riba, garar dan maisir baik dalam produk 

funding maupun financing. Penerapan sharia compliance yang lain 

adalah BPRS menyalurkan pembiayaannya pada usaha yang halal 

dan mengelola zakat sesuai dengan ketentuan syariah.  

Namun demikian, ada sebuah akad yang masih menyimpang dari 

ketentuan syariah karena dapat diindikasikan masih mengandung 

unsur riba, garar dan maisir tergantung sudut pandangnya, yaitu 

transaksi pembiayaan mud{a<rabah dan musya>rakah. Dua transaksi 

tersebut merupakan transaksi berbasis bagi hasil dan seharusnya 

nisbah yang dibagi antara bank dan nasabah adalah pendapat aktual 

(actual return), tetapi yang dibagihasilkan adalah proyeksi 

pendapatan bukan pendapatan aktual. 

 

2. Praktik prinsip-prinsip GCG  

Praktik prinsip-prinsip GCG pada BPRS-BPRS di Jawa Tengah 

dan D. I. Yogyakarta adalah dengan menerapkan prinsip 

transparansi, akuntabilitas, profesional dan kewajaran. Pertama, pada 

penerapan transparansi BPRS-BPRS tersebut mempublikasikan 

laporan keuangan dan kebijakan-kebijakannya seperti, ketentuan 

tentang nisbah bagi hasil dan margin pembiayaan murabah{ah. 

Kedua, pada penerapan akuntabilitas BPRS-BPRS tersebut 

menetapkan sistem pengendalian internal, sistem penilaian kerja dan 

standar etika bisnis yang tertuang dalam SOP pada masing-masing 

BPRS. 
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Ketiga, pada penerapan responsiblitas BPRS-BPRS tersebut 

berpedoman pada peaturan-perundangan yang berlaku seperti dan 

Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, Peraturan Bank 

Indonesia (PBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), fatwa-

fatwa DSN-MUI. Keempat, pada penerapan profesional semua organ 

bank pada BPRS-BPRS tersebut dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya bersikap objektif dan bebas dari pengaruh atau 

tekanan dari pihak manapun. Kelima, pada penerapan kewajaran 

BPRS-BPRS tersebut memberikan perlakuan yang sama kepada para 

pemangku kepentingan seperti nasabah, karyawan, calon karyawan 

dan yang lainnya. 

 

3. Peran DPS dalam penerapan sharia compliance  

Peran DPS dalam penerapan sharia compliance pada BPRS-

BPRS di Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta adalah dengan 

memberikan pengarahan dan motivasi kepada para pegawai bank 

untuk menerapkan sharia compliance, mengawasi dan mengevaluasi 

penerapan sharia compliance dan melakukan sosialisasi dan edukasi 

tentang bank syariah kepada masyarakat.  

Namun demikian, pelaksanaan peran-peran DPS tersebut belum 

maksimal disebabkan oleh beberapa kendala sebagaimana 

disampaikan oleh para Direksi dan juga dikuatkan oleh hasil 

wawancara dengan para DPS serta hasil pengamatan penulis, seperti 

kesibukan DPS di tempat tugasnya masing-masing, tidak adanya 

ruang kerja khusus DPS, honorarium atau fee DPS dan pemahaman 

DPS yang belum maksimal terhadap operasional BPRS. 
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B. Keterbatasan Penelitian 

Setelah melakukan pembahasan, menurut penulis dalam 

penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan sebagai berikut: 

1. Responden dalam penelitian ini hanya direksi BPRS dan anggota 

DPS. Penelitian ini sebaiknya melibatkan beberapa responden 

lain, seperti nasabah dan masyarakat sebagai data pembanding. 

2. Penggunaan wawancara dilakukan kepada responden yaitu 

Direksi dan DPS berdasarkan sampel, apabila wawancara 

dilakukan kepada semua responden mungkin hasilnya lebih 

beragam. 

3. Penelitian ini hanya terbatas pada BPRS-BPRS di wilayah Jawa 

Tengah dan D. I. Yogyakarta, mungkin hasil penelitiannya akan 

berbeda apabila dilakukan penelitian di wilayah lain. 

 

C. Saran Penelitian Selanjutnya 

Dari beberapa keterbatasan penelitian sebagaimana disebutkan di 

atas, maka berikut ini adalah saran-saran untuk penelitian 

selanjutnya: 

1. Responden tidak hanya dibatasi dengan Direksi dan anggota 

DPS, tetapi melibatkan nasabah dan anggota masyarakat. 

2. Penggunaan wawancara dalam pegumpulan data tidak hanya 

berdasarkan sampel, melainkan melibatkan seluruh responden. 

3. Jumlah BPRS diperbanyak dan cakupan wilayahnya diperluas. 
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NAMA DAN ALAMAT BPRS  

DI JAWA TENGAH  DAN D. I. YOGYAKARTA 

 

No Nama 

BPRS 

Alamat Telepon Kabupaten Propinsi 

1 Ikhsanul 

Amal 

Jl. Yos Sudarso 

Barat 8a Gombong 

Kebumen 

0287-472020 Kebumen Jawa 

Tengah 

2 Buana 

Mitra 

Perwira 

Jl.Mt.Haryono 267 

Purbalingga 

0281-894888 Purbaling

ga 

Jawa 

Tengah 

3 Suriyah Jl. Pemintalan No. 

55 A Tambakreja 

Cilacap 

0282-533558 Cilacap Jawa 

Tengah 

4 Bina 

Amanah 

Satria 

Jl Pramuka 219 0281-642302 Banyuma

s 

Jawa 

Tengah 

5 Khasanah 

Ummat 

Jl. Sunan Bonang 

No. 27 Tambaksari 

Kembaran 

0281-

7617960 

Banyuma

s 

Jawa 

Tengah 

6 Arta 

Leksana  

Ruko No.7 Pasar 

Wangon 

0281-

7621314 

Banyuma

s 

Jawa 

Tengah 

7 Bumi Artha 

Sampang 

Jl.Tugu Barat 

No.39 Sampang 

282-697616 Cilacap Jawa 

Tengah 

8 Gunung 

Slamet 

Jl Gatot Subroto 

No.91 B Cilacap 

0282-544088 Cilacap Jawa 

Tengah 

9 Sukowati 

Sragen (dh 

PD.Sragen) 

Jl Sukowati No. 

348 Sragen 

0271-891186 Sragen Jawa 

Tengah 

10 Dana 

Amanah 

Jl. Kh. Agus Salaim 

No. 18 Surakarta 

0271-740550 Surakarta/ 

Solo 

Jawa 

Tengah 

11 Central 

Syariah 

Utama 

Jl. Gatot Subroto 

192 D Surakarta 

0271-662532 Surakarta/ 

Solo 

Jawa 

Tengah 

12 Meru 

Sankara 

Jl. Magelang-

Yogyakarta KM 12 

Palbapang 

Bojong.Mungkid 

0293-3281122 Magelang Jawa 

Tengah 

13 Dana Mulia Jl. Kh. Agus Salim 

No. 10 Surakarta 

0271-727070 Surakarta/ 

Solo 

Jawa 

Tengah 

14 Dharma 

Kuera 

Jl. Sersan Sadikin 

No. 86A  Klaten 

Utara 

0272-326062 Kota 

Klaten 

Jawa 

Tengah 

15 Asad Alif  Jl. Sudagaran No. 0294-451593 Kendal Jawa 
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20 Sukorejo - 

Kendal 

Tengah 

16 Artha 

Surya 

Barokah 

Jl. Singosari Raya 

No.33 Semarang 

024-8419225 Semarang Jawa 

Tengah 

17 PNM 

Binama 

Jl. Tlogosari Raya I 

Ruko Anda Kav.3 

Semarang 

024-6702693 Semarang Jawa 

Tengah 

18 Artha 

Amanah 

Ummat 

Jl. Hos 

Cokroaminoto No.1 

Ungaran 

024-6924861 Semarang Jawa 

Tengah 

19 Ben 

Salamah 

Abadi 

Jl. A. Yani No. 35 

Purwodadi 

0292-422920 Grobogan Jawa 

Tengah 

20 Artha Mas 

Abadi 

Jl. Raya Pati Tayu 

KM 19 Waturoyo 

Pati 

0295-

4150400 

Pati Jawa 

Tengah 

21 Margirizki 

Bahagia 

Jl. Gedongkuning 

No. 164 

Banguntapan 

Bantul 

0274-370794 Bantul D.I. 

Yogyakarta 

22 Bangun 

Drajat 

Warga 

Jl Gedongkuning 

Selatan 131 Yk 

0274-413552 Bantul D.I. 

Yogyakarta 

23 Dana 

Hidayatulla

h 

Jl. Ngasem No. 52 

A Yogyakarta 

0274-375819 Yogyakar

ta 

D.I. 

Yogyakarta 

24 Barokah 

Dana 

Sejahtera 

Jl.Sisingamangaraja 

No.71 Yogyakarta 

0274-374602 Yogyakar

ta 

D.I. 

Yogyakarta 

25 Mitra Amal 

Mulia 

Jl Godean KM 4 

No 19 D 

0274-617725 Sleman D.I. 

Yogyakarta 

26 Mitra 

Harmoni 

Jl. Prof. Herman 

Yohanes No. 36 

Terban 

0274-589223 Yogyakar

ta 

D.I. 

Yogyakarta 

27 Danagung 

Syariah 

Jl Magelang Km 8 

Sendangadi Mlati 

0274-869979 Sleman D.I. 

Yogyakarta 

28 Mitra 

Cahaya 

Indonesia 

Jl. Kaliurang KM 

10 No 28 Ngaglik 

Sleman 

0274-881159 Sleman D.I. 

Yogyakarta 

29 FORMES Jl Magelang KM 

11a Sawahana 

Pandowoharjo 

0274-867575 Sleman D.I. 

Yogyakarta 
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Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 
Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978 

e-mail: pps@uin-suka.ac.id. http://pps.uin-suka.ac.id. 

PROGRAM PASCASARJANA 

Nomor  : UIN.02/PPs/PP.00.9/1155.C/2013 
Lampiran : - 
Hal   : Permohonan Ijin Penelitian 

Kepada Yth :  
Para Direksi dan Anggota DPS pada BPRS di Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta  
Di Tempat 
 
Assalamu’alaikum wr. wb. 

Dengan hormat disampaikan bahwa dalam rangka menyelesaikan studi 
Program Doktor (S3), mahasiswa Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga: 

 
Nama   : Akhmad Faozan, Lc., M.Ag. 
NIM   : 07.32.607/S3 
Tempat/tgl Lahir : Cilacap, 17 Desember 1974 
Mahasiswa   : Program Doktor (S3) Studi Islam 
Konsentrasi    : Ekonomi Islam 
Tempat Tugas : STAIN Purwokerto 
Nomor HP  : 081548951355 

 
akan melakukan penelitian untuk penulisan disertasi yang berjudul : 

 
“PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) DALAM PRAKTIK PRINSIP-PRINSIP 

GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT 
SYARIAH (BPRS) DI JAWA TENGAH DAN D. I. YOGYAKARTA”. 

 
dibawah bimbingan Promotor Prof. Dr. H. Hadri Kusuma, MBA. dan Dr. H. Muhammad, 
M. Ag. 
 
guna untuk kelancaran pelaksanaan penelitian mahasiswa tersebut, kami mohon 
Bapak/Ibu berkenan memberikan izin dan kesempatan penelitian ataupun wawancara 
kepada yang bersangkutan, yang akan dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat 
permohonan ini. 

 
Demikian atas perkenannya kami ucapkan terima kasih. 

Wassalamu’alaikum wr. wb. 

 
Tembusan : 
1. Direktur 
2. Pertinggal  

mailto:pps@uin-suka.ac.id
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e-mail: pps@uin-suka.ac.id. http://pps.uin-
suka.ac.id. 

PROGRAM PASCASARJANA 

 

Kepada Yth :  
Para Direksi dan Anggota DPS pada BPRS di Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta  
Di Tempat  
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Saya Akhmad Faozan, Lc., M. Ag. adalah Mahasiswa Program Doktor 
Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saat ini, 
saya sedang melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Disertasi dengan 
judul “Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Praktik Prinsip-Prinsip 
Good Corporate Governance (GCG) Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 
(BPRS) Di Jawa Tengah Dan D. I. Yogyakarta”.  

Berkaitan dengan hal tersebut, saya mohon kesediaan Bapak/Ibu 
untuk mengisi kuesioner penelitian ini. Direksi dimohon menjawab 
pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan implementasi GCG (kuesioner 
1). Sedangkan anggota DPS, dimohon menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 
berkaitan dengan pemahamannya tentang GCG, perannya dalam 
implementasi GCG dan penilaiannya terhadap penerapan kepatuhan pada 
prinsip syariah di BPRS (kuesioner 2). Kami menjunjung tinggi kejujuran 
Bapak/Ibu dalam menjawab pernyataan-pernyataan tersebut. Jawaban dan 
identitas responden hanya digunakan untuk kepentingan akademis dan akan 
dijaga kerahasiaannya. Bantuan Bapak/Ibu sangat saya harapkan demi 
terselesainya penelitian ini.  

Atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu dalam mengisi kuesioner 
penelitian ini, dengan rendah hati saya ucapkan banyak terima kasih.  
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
 
 

 
Yogyakarta, 1 Mei 2013  
Hormat saya,  

 
Akhmad Faozan, Lc., M. Ag. 
NIM. 07.32.607/S3 
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Identitas Direksi BPRS 

a Nama    : …………………………………………… 

b Nomor HP    : …………………………………………… 

c Jabatan    : …………………………………………… 

d Instansi    : PT BPRS..………………………………… 

e Alamat Instansi    : …………………………………………… 

f Lama menjabat sebagai Direksi : …………………………………………… 

 

Praktik Prinsip-Prinsip GCG Di BPRS 

Dalam GCG terdapat lima prinsip, yaitu transparansi, akuntabilitas, 

responsibilitas, profesional dan kewajaran. Di bawah ini adalah pernyataan-

pernyataan yang berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG pada BPRS. 

Bapak/Ibu Direksi BPRS dimohon untuk memberi tanda check list () pada kolom 

yang sesuai menurut Anda. 

1. Sebagai Direksi BPRS, sehubungan dengan penerapan prinsip transparansi pada 

BPRS, maka saya: 

No Pernyataan 
Jawaban 

Ya  Tidak 
1 Mempublikasikan informasi keuangan   
2 Kemudahan akses informasi layanan bank    
3 Informasi keuangan bank dipublikasikan di internet dan 

Koran 
  

4 Penyampaian informasi bank lengkap, jelas dan 

memadai  
  

5 Penyampaian informasi bank tepat waktu   
6 Kebijakan yang diambil bank disampaikan ke publik   
7 Kebijakan bank tertulis dan dikomunikasikan kepada 

pemangku kepentingan  
  

 

2. Sebagai Direksi BPRS, sehubungan dengan penerapan prinsip akuntabilitas pada 

BPRS, maka saya:  

No Pernyataan 
Jawaban  

Ya  Tidak 
8 Bank menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas 

bagi masing‐masing organ bank 
  

9 Kebijakan bank konsisten dan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku 
  

10 Bank membentuk sistem penilaian kerja   
11 Bank membuat sistem pengendalian internal   
12 Bank menerapkan etika bisnis dan pedoman perilaku   
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3. Sebagai Direksi BPRS, sehubungan dengan penerapan prinsip responsibilitas 

pada BPRS, maka saya:  

No Pernyataan 
Jawaban  

Ya  Tidak 
13 Bank mentaati peraturan perundangan-undangan yang 

berlaku 
  

14 Bank berpegang pada prinsip kehati‐hatian    
15 Bank peduli pada masyarakat dan lingkungan sekitar   
16 Bank bertanggungjawab pada layanan yang diberikan 

kepada nasabah 
  

 

 

4. Sebagai Direksi BPRS, sehubungan dengan penerapan prinsip profesional pada 

BPRS, maka saya: 

No Pernyataan 
Jawaban 

Ya  Tidak 
17 Masing‐masing organ bank dalam melaksanakan 

fungsi dan tugasnya bebas dari benturan kepentingan 

dan segala pengaruh atau tekanan  

  

18 Masing‐masing organ bank dalam melaksanakan fungsi 

dan tugasnya sesuai dengan peraturan 

perundang‐undangan  

  

19 Masing‐masing organ bank dalam melaksanakan fungsi 

dan tugasnya sesuai dengan uraian tugas serta standar 

operasi 

  

20 Masing‐masing organ bank menghindari terjadinya 

dominasi dan intervensi dari pihak manapun 
  

21 Bank bersifat objektif dalam mengambil keputusan   
 

5. Sebagai Direksi BPRS, sehubungan dengan penerapan prinsip kewajaran pada 

BPRS, maka saya: 

No Pernyataan 
Jawaban 

Ya  Tidak 

22 
Bank menetapkan aturan yang melindungi kepentingan 

pemangku kepentingan 
  

23 
Semua kepentingan pemangku kepentingan 

diperlakukan sama 
  

24 Bank bersikap adil dalam penerimaan pegawai   

25 
Bank memberikan kesempatan yang sama kepada 

pegawai dalam berkarir dan melaksanakan tugasnya 
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26 
Bank memberikan kesempatan kepada pemangku 

kepentingan untuk memberikan masukan, kritikan  dan 

keluhan 

  

27 
Masukan, kritikan dan keluhan  ditindaklanjuti oleh 

bank 
  

 

 

…………………,………….……… 

Direksi PT. 

BPRS……………………………… 

 
 

 

…………………………………... 
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Identitas Anggota DPS 

a Nama      : ……….……..…………………………… 

b Alamat rumah   : ……….……..…………………………… 

c Nomor HP    : ……….……..…………………………… 

d Latar belakang pendidikan  : ……….……..…………………………… 

e Instansi    : PT BPRS..……… ……………………… 

f Lama bekerja sebagai DPS  : ……….……..…………………………… 

g Pekerjaan lain selain sebagai DPS : ……….……..…………………………… 

h Pelatihan DPS yang pernah diikuti : ……….……..…………………………… 

i Sertifikasi DPS yang pernah diikuti : ……….……..…………………………… 

 

A. Peran DPS Dalam Praktik Prinsip-Prinsip GCG Di BPRS 

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di bank syariah adalah 

mengarahkan operasional bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah, menilai 

dan mengawasi penerapan prinsip syariah, turut serta dalam memasarkan bank 

syariah dan meminta fatwa kepada Dewan Syarian Naional Majelis Ulama 

Indonesian (DSN-MUI) apabila ada produk atau jasa baru bank syariah. Di bawah 

ini adalah pernyataan-pernyataan yang berkaitan peran-peran DPS tersebut. 

Bapak/Ibu anggota DPS dimohon untuk memberi tanda check list () pada kolom 

yang sesuai menurut Anda. 

No Pernyataan 
Jawaban 

Ya Tidak 
1 DPS memberikan pengarahan, pemikiran, saran dan 

nasehat kepada direksi bank mengenai hal-hal yang 

berkaitan dengan aspek syariah dengan jelas dan 

lengkap 

  

2 DPS memberikan pengarahan, pemikiran, saran dan 

nasehat kepada direksi bank mengenai hal-hal yang 

berkaitan dengan aspek syariah  

  

3 DPS dalam memberikan pengarahan, pemikiran, saran 

dan nasehat kepada direksi bank mengenai hal-hal yang 

berkaitan dengan aspek syariah mengacu kepada fatwa 

DSN 

  

4 DPS bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak 

manapun dalam memberikan pengarahan, pemikiran, 

saran dan nasehat kepada direksi bank mengenai hal-

hal yang berkaitan dengan aspek syariah  

  

5 DPS bersedia menerima masukan dan kritikan dalam 

memberikan pengarahan, pemikiran, saran dan nasehat 

kepada direksi bank mengenai hal-hal yang berkaitan 

dengan aspek syariah 
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6 DPS  mencermati, memeriksa, mengkaji dan menilai 

implementasi fatwa DSN pada semua operasional bank 
  

7 DPS  secara konsisten mencermati, memeriksa, 

mengkaji dan menilai implementasi fatwa DSN pada 

operasional bank 

  

8 DPS dengan teliti mencermati, memeriksa, mengkaji 

dan menilai implementasi fatwa DSN pada operasional 

bank 

  

9 DPS  bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak 

manapun dalam mencermati, memeriksa, mengkaji dan 

menilai implementasi fatwa DSN pada operasional bank 

  

10 DPS  bersikap obyektif dalam mencermati, memeriksa, 

mengkaji dan menilai implementasi fatwa DSN pada 

operasional bank  

  

11 DPS mengawasi semua implementasi fatwa DSN pada 

operasional bank  
  

12 DPS secara konsisten mengawasi implementasi fatwa 

DSN pada operasional bank  
  

13 DPS dalam mengawasi implementasi fatwa DSN pada 

operasional bank berpedoman pada peraturan yang 

berlaku 

  

14 DPS bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak 

manapun dalam mengawasi implementasi fatwa DSN 

pada operasional bank  

  

15 DPS bersedia menerima masukan dan kritikan dalam 

mengawasi implementasi fatwa DSN pada operasional 

bank  

  

16 DPS melakukan sosialisasi dan edukasi bank syariah 

dengan jelas dan lengkap kepada masyarakat  
  

17 DPS secara konsisten melakukan sosialisasi dan edukasi 

bank syariah kepada masyarakat  
  

18 DPS melakukan sosialisasi dan edukasi bank syariah 

kepada masyarakat karena hal ini merupakan bagian 

dari tanggung jawabnya 

  

19 DPS bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak 

manapun dalam melakukan sosialisasi dan edukasi bank 

syariah kepada masyarakat  

  

20 DPS bersedia menerima masukan dan kritikan dalam 

melakukan sosialisasi dan edukasi bank syariah kepada 

masyarakat   

  

21 DPS berperan sebagai perantara antara bank dengan 

DSN untuk  mengkomunikasikan usul dan saran 
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pengembangan produk baru yang memerlukan kajian 

dan fatwa DSN dengan lengkap dan jelas  
22 DPS berperan sebagai perantara antara bank dengan 

DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran 

pengembangan produk baru yang memerlukan kajian 

dan fatwa DSN 

  

23 DPS berperan sebagai perantara antara bank dengan 

DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran 

pengembangan produk baru yang memerlukan kajian 

dan fatwa DSN karena merupakan tanggungjawabnya 

  

24 DPS sebagai perantara antara bank dengan DSN bebas 

dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun dalam 

mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan 

produk baru yang memerlukan kajian dan fatwa DSN  

  

25 DPS sebagai perantara antara bank dengan DSN 

bersedia menerima masukan dan kritikan dari pihak 

manapun dalam mengkomunikasikan usul dan saran 

pengembangan produk baru yang memerlukan kajian 

dan fatwa DSN 

  

 

B. Penerapan Shariah Compliance 

Penerapan GCG di bank syariah harus memenuhi kepatuhan pada prinsip syariah 

(shariah compliance). Di bawah ini adalah pernyataan-pernyataan yang berkaitan 

dengan penerapan prinsip-prinsip syariah pada BPRS. Bapak/Ibu Anggota DPS 

dimohon untuk memberi tanda check list () pada kolom yang sesuai menurut 

Anda. 

Sebagai DPS, sehubungan dengan penerapan prinsip syariah pada BPRS, maka 

saya: 

No Pernyataan 
Jawaban 

Ya Tidak  
1 Pengambilan keuntungan bank dalam transaksi jual 

beli dan sewa didasarkan pada lama pembiayaan 
  

2 Pembagian bagi hasil dalam transaksi mudharabah 

dihitung dari hasil proyeksi pendapatan atau perkiraan 
  

3 Bank memberikan bagi hasil kepada nasabah sesuai 

nisbah dari pendapatan bank  
 

 

4 Penentuan harga jual barang dalam murabahah 

mempertimbangkan nilai waktu uang 
  

5 Dalam transaksi mudharabah dan musyarakah tidak 

ada laporan pendapatan dari nasabah 
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6 Bank menetapkan bagi hasil berdasarkan ekuivalensi 

tingkat suku bunga 
  

7 Dalam transaksi murabahah tidak ada kwitansi 

pembelian barang dari nasabah 
  

8 Dalam transaksi musyarakah perhitungan nisbahnya 

berdasarkan proyeksi pendapatan 
  

9 Bank memberikan hadiah kepada nasabah dari bagian 

hasil pendapatannya 
 

 

10 Bank hanya menyalurkan pembiayaan pada keuntungan 

yang benar-benar halal 
 

 

11 Dalam transaksi murabahah bank menjelaskan harga 

perolehan barang dan keuntungan yang diinginkan 
 

 

12 Dalam transaksi musyarakah bank meminta hasil 

sesuai proyeksi bank  
 

 

13 Bank melaporkan laporan keuangannya kepada 

nasabah penyimpan 
 

 

14 Bank membayar zakat sesuai ketentuan syar’i    
15 Bank memberikan infak dan shadaqah untuk aktifitas 

sosial 
 

 

 

………………….…,………….…… 

DPS PT. 

BPRS……………….……………… 
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